
BUPATI MAROS 

PROVINSISULAWESISELATAN 
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TENTANG 

ANALISiS STANDAR BELANJA KABUPATEN MAROS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menim.bang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman 

pada analisis standar belanja dan standar harga satuan 

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Penyusunan Anggaran Berdasarkan 

Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator 

Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga 

dan Standar Pelayanan Minimal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf · a, maka perlu adanya Analisis 

Standar Belanja Kabupaten Maros; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja 

Kabupaten Maros. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
· Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

\J 



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011  ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4027); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614; 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 

tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 

2016 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 
BELANJA KABUPATEN MAROS. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar 

yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan 

biaya yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 

Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 

pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 

Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

yang dipimpinnya. 
9 . Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 

barang Milik Daerah. 
10 .  Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

Pengurang nilai kekayaan bersih. 

1 1 .  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Maros 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Deskripsi Kegiatan adalah pengertian, penjelasan dan batasan dari 
kelompok/ group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. 
Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang 



digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang 
termasuk dalam kelompok/ group kegiatan yang mempunyai karakteristik. 

15. Batasan alokasi rincian obyek belanja adalah rincian obyek belanja yang 
diperkenankan untuk dinggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap 
kelompok/ group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. 

16. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari 
suatu kegiatan yang dilakukan. 

17. Satuan Pengendali Belanja tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama 
kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran. 

BAB Ill 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

ASB mencakup penyetaraan kegiatan, perhitungan dan tata cara penerapan. 

Pasal 5 

( 1 )  Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang 
mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka 
penyusunan rencana belanja. 

(2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(1 )  Analisis Standar Belanja dipergunakan untuk menentukan besaran biaya 
setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA- SKPD. 

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilaksanakan melalui perhitungan analisis standar belanja yang tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Tata cara penerapan analisis standar belanja tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 8 

Ketentuan besaran total belanja dan besaran obyek belanja RKA- SKPD yang 

belum ada atau belum diatur penyetaraan dalam ASB ini ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 9 

Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di 

lingkungan Pemerintah Daerah, akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks 

ASB yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Dokumen perencanaan anggaran Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah 

yang disusun setelah pengundangan Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan 

dengan Analisis Standar Belanja ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA 

Pangkat: Pembina Utama Muda 

NIP : 19590715 198212 1 002 

Dite kan di Maros 

a tanggal r;, f,b-t£a,,,; �I.I) 

' l 
I  

Diundangkan di Maros 

Pada tanggal '1 flb()l.ari kl'J 

Pih. SEKRETARIS DAERAH, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR . 
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